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KETERLIBATAN KORPORASI DALAM PERKARA 
TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK1 

Oleh: Mario Mangowal2 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana tindak pidana terhadap 
anak yang melibatkan korporasi. Dengan 
menggunakan metode penelitian yuridis 
normatif, disimpulkan: Tindak pidana terhadap 
anak yang melibatkan korporasi atau 
pengurusnya dapat mengakibatkan anak-anak 
menjadi korban perlakuan diskriminasi, 
eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, 
penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan 
penganiayaan; ketidakadilan; dan 
penyalahgunaan dalam kegiatan politik, 
peperangan, kerusuhan sosial; peristiwa yang 
mengandung unsur kekerasan. Sebenarnya 
anak memerlukan perlindungan hukum untuk 
menjamin dan melindungi hak-haknya agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
Kata kunci: Korporasi, tindak pidana, anak. 

 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Adanya keterlibatan, perorangan, kelompok 
orang termasuk korporasi dan pengurusnya 
untuk memanfaatkan anak-anak sebagai objek 
untuk dieksploitasi untuk mendapatkan 
keuntungan dan bentuk-bentuk perbuatan yang 
dapat mengakibatkan penderitaan terhadap 
anak-anak merupakan perbuatan pidana yang 
perlu dicegah dan memerlukan penanganan 
oleh aparat hukum apabila akibat perbuatan 
tersebut telah menimbulkan korban sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Tindak pidana terhadap anak dapat 
saja dilakukan baik oleh perorangan maupun 
oleh korporasi dan/atau pengurusnya yang 
dapat mengakibatkan anak menjadi korban 
perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik 
ekonomi maupun seksual, penelantaran, 
kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, 
ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.  
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Penanggulangan permasalahan anak 
menjadi termarjinalkan di tengah hiruk-pikuk 
persoalan politik dan hegemoni kekuasaan. 
Ironisnya, di satu sisi, permasalahan anak 
dianggap sesuatu yang penting hingga 
membutuhkan perhatian dan kepedulian yang 
sungguh-sungguh, tetapi di sisi lain dalam 
realitasnya permasalahan anak, tindakan 
kekerasan dan penelantaran anak masih belum 
dapat tertangani dengan baik. Masih terjadi 
kesenjangan antara harapan (das sollen) dan 
kenyataan (das sein) yang dihadapi oleh anak di 
Indonesia.3 

Korporasi banyak memberikan kontribusi 
bagi perkembangan suatu negara, terutama di 
bidang ekonomi, tetapi korporasi juga tidak 
jarang menciptakan dampak negative dari 
aktivitas seperti pencemaran lingkungan, 
memanipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh 
dan penipuan. Oleh karenanya dampak 
tersebut yang telah menjadikan hukum sebagai 
pengatur dan pengayom masyarakat harus 
memberikan perhatian dan pengaturan 
terhadap aktivitas korporasi tersebut.4 

Pada awalnya korporasi atau biasa disebut 
sebagai perseroan perdata hanya dikenal dalam 
hukum perdata. Dalam Pasal 1654 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan 
bahwa korporasi definisikan sebagai: 
“perseroan perdata adalah suatu persetujuan 
antara dua orang atau lebih, yang berjanji 
untuk   memasukkan sesuatu ke dalam 
perseroan, itu dengan maksud supaya 
keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu 
dibagi di antara mereka. 5  Dengan demikian 
dapat kita simpulkan bahwa korporasi juga 
termasuk badan hukum (rechtpersoon) yaitu 
dengan menunjuk pada adanya suatu badan 
yang diberi status sebagai subjek hukum, 
disamping subjek hukum yang berwujud 
manusia alamiah (natuurlijk persoon). 
Selanjutnya korporasi mulai memasuki lingkup 
hukum pidana sebagai subjek hukum sejak 
munculnya fenomena-fenomena kejahatan 
korporasi.6   
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Kejahatan korporasi merupakan ancaman 
yang siginifikan terhadap kesejahteraan 
masyarakat meningkat kehadiran dari 
perusahaan meresap dalam berbagai kegiatan 
di masyarakat kita, dan dampak dari tindakan 
mereka pada kelompok yang lebih luas yang 
dipengaruhi  oleh tindakan individu, potensi 
bahaya ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh 
korporasi besar.7 

Melihat fenomena inilah, muncul tuntutan 
akan pertanggungjawaban korporasi (corporate 
liability) di bidang hukum pidana. Kejahatan 
korporasi bukan tidak dikenal oleh ahli hukum 
Indonesia. Menurut Mardjono Reksodiputro, 
ada dua hal yang harus diperhatikan dalam 
menentukan tindak pidana korporasi, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Perbuatan pengurus (atau orang lain) yang 

harus dikonstruksikan sebagai perbuatan 
korporasi dan kedua tentang kesalahan 
pada korporasi. Menurutnya hal yang 
pertama untuk dikonstruksikan perbuatan 
pengurus adalah juga perbuatan korporasi 
sehingga digunakanlah asas identifikasi. 
Dengan asas tersebut, perbuatan pengurus 
atau pegawai suatu korporasi, 
diidentifikasikan (dipersamakan) dengan 
perbuatan korporasi untuk sendiri; 

2. Selama ini, dalam ilmu hukum pidana 
gambaran tentang pelaku tindak pidana 
sering dikaitkan dengan perbuatan yang 
secara fisik dilakukan oleh pembuat (fysieke 
dader) tetapi hal ini dapat diatasi dengan 
ajaran “pelaku fungsional” (functionele 
dader). Setelah kita dapat membuktikan 
bahwa perbuatan pengurus atau pegawai 
korporasi itu dalam lalu lintas masyarakat 
berlaku sebagai perbuatan korporasi yang 
bersangkutan, kesalahan (dolus atau culpa) 
mereka harus dianggap sebagai kesalahan 
korporasi.8 

Hukum pidana Indonesia pada awalnya tidak 
mengatur korporasi sebagai subjek hukum. 
Prinsip pertanggungjawaban korporasi 
(corporate liability) tidak diatur dalam hukum 
pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring 
dengan kesadaran yang semakin sering 
terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan 
oleh atau atas nama korporasi, muncul 
tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai 
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subjek hukum pidana, terutama dalam konteks 
sebagai subjek hukum yang mengatur 
kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul karena 
anggapan bahwa kejahatan korporasi sering 
merugikan dan mengancam sendi-sendi 
perekonomian masyarakat. Korporasi dianggap 
harus dapat dipertanggungjawabkan 
perbuatannya secara pidana.9 

 
B.  RUMUSAN  MASALAH           

Rumusan masalah yang dapat penulis 
kemukakan dalam penulisan karya ilmiah ini 
adalah: Bagaimanakah tindak pidana terhadap 
anak yang melibatkan korporasi ? 
 
C. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam 
penulisan karya ilmiah ini, ialah metode 
penelitian hukum normatif. Bahan-bahan 
hukum yang digunakan diperoleh melalui studi 
kepustakaan dan terdiri dari peraturan 
perundang-undangan, yang merupakan bahan-
bahan hukum primer dan literatur-literatur, 
karya ilmiah hukum, yang relevan dengan 
perlindungan hukum bagi anak dari bentuk-
bentuk tindak pidana oleh korporasi sebagai 
bahan-bahan hukum sekunder serta kamus-
kamus hukum sebagai bahan-bahan hukum 
tersier. Bahan-bahan hukum yang telah 
dikumpulkan dianalis secara normatif. 
 
PEMBAHASAN 

Seiring dengan berjalannya waktu, pesatnya 
pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah 
kepada era globalisasi telah memberikan 
peluang akan tumbuhnya perusahaan-
perusahaan transnasional untuk memainkan 
peranannya. Peran korporasi tersebut sering 
dirasakan bahkan banyak mempengaruhi 
sektor-sektor kehidupan masyarakat. Dampak 
yang dirasakan tersebut dapat bersifat positif 
dan negatif, namun dampak yang bersifat 
negatif yang lebih sering terjadi dan dirasakan 
saat ini.10  

Di industri seksual komersial eksploitasi dan 
dominasi umumnya dalam skala yang benar-
benar ekstrem hingga seringkali mengusik rasa 
kemanusiaan. Berbeda dengan eksploitasi yang 
terjadi di dunia industri manufaktur di mana 
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buruh menjadi korban eksploitasi majikan 
sekedar, karena mereka tidak berdaya harus 
pasrah menerima upah yang kurang layak dan 
dengan cepat mereka bisa pindah tempat kerja 
jika memang tidak puas dengan apa yang 
dialaminya. Di dunia industri komersial, posisi 
anak-anak perempuan yang dilacurkan 
umumnya tidak memiliki banyak pilihan dan 
mau tidak mau harus menerima ancaman 
eksploitasi dari berbagai pihak, secara terus-
menerus tanpa henti dan yang paling menyiksa 
mereka sesungguhnya adalah korban sekaligus 
diperlakukan sebagai barang dagangan yang 
seolah tidak memiliki hati nurani dan 
perasaan.11 

Di industri seksual komersial, proses 
eksploitasi dan tindak kekerasan yang dialami 
anak-anak perempuan yang dilacurkan terjadi 
sepanjang mata rantai rekruitmen hingga 
mereka dijajakan dan dinikmati konsumennya. 
Sebagai bagian dari produksi industrial  
pelayanan seksual dan erotisme, pengelolaan 
lokalisasi  dan praktik pelacuran lain pada 
umumnya  memiliki implikasi bahwa di sana 
harus ada jaminan ketersediaan berkelanjutan 
tenaga kerja seksual. Efek proses semacam ini 
adalah terjadinya peningkatan dalam 
penggunaan tindak kekerasan untuk 
memperoleh dan mengontrol tenaga kerja 
seksual.12 

Kekerasan, pelecehan dan eksploitasi 
seksual itu bahkan bukan hanya menimpa 
perempuan dewasa, namun juga perempuan 
yang tergolong di bawah umur (anak-anak). 
Kejahatan seksual ini juga tidak hanya 
berlangsung di lingkungan perusahaan, 
perkantoran atau di tempat-tempat tertentu 
yang memberikan peluang manusia berlainan 
jenis dapat saling berkomunikasi namun juga 
dapat terjadi di lingkungan keluarga.13 Hal yang 
cukup memprihatinkan adalah kecenderungan 
makin maraknya kejahatan seksual yang tidak 
hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga 
menimpa anak-anak di bawah umur. Anak-anak 
perempuan ini dijadikan sebagai objek 
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komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu 
bejat (animalistik) dari seorang atau kelompok 
tertentu yang menjalankan bisnis seksual untuk 
meraih keuntungan ekonomi berlipat ganda.14 

I.S. Susanto menyebut fungsi primer dari 
hukum dalam tiga pokok soal, yaitu pertama, 
Perlindungan hukum mempunyai fungsi untuk 
melindungi masyarakat dari ancaman bahaya 
dan tindakan-tindakan yang merugikan yang 
datang dari sesamanya dan kemlompok 
masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh 
pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) 
dan yang datang dari luar yang ditujukan 
terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan 
hak-hak asasinya.15 Kedua, keadilan. Fungsi lain 
dari hukum adalah menjaga, melindungi dan 
memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. 
Ketiga, Pembangunan. Hukum digunakan 
sebagai kendaraan baik dalam menentukan 
arah, tujuan, pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan secara adil. Penggunaan hukum 
dalam pembangunan guna mewujudkan 
kesejahteraan bagi seluruh aspek kehidupan 
seperi aspek ekonomi, sosial, politik, kultur dan 
spiritual.16  

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut. 17  Dapat juga 
dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah 
perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang 
dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu 
diingat bahwa larangan ditujukan kepada 
perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian 
yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), 
sedangkan ancaman pidananya ditujukan 
kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.18  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
Pasal 90 menyatakan pada ayat:   
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 
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79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, 
Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 
88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, 
maka pidana dapat dijatuhkan kepada 
pengurus dan/atau korporasinya.    

(2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi 
hanya pidana denda dengan ketentuan 
pidana denda yang dijatuhkan ditambah 
1/3 (sepertiga) pidana denda masing-
masing sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1).   

Seiring dengan perkembangan korporasi 
diterima sebagai subjek hukum pidana dan 
dapat dibebani pertanggungjawaban, dalam 
berbagai pendapat terdapat pro dan kontra. 
Mereka yang menentang pemikiran bahwa 
korporasi diterima sebagai subjek hukum 
pidana dan dapat dibebani 
pertanggungjawaban pidana berpendapat 
suatu korporasi tidak memiliki mind, sehingga 
tidaklah mungkin menunjukkan secara pidana. 
Masalah kesalahan hanya terdapat pada 
persona alamiah, sedangkan yang setuju 
menempatkan korporasi sebagai subjek hukum 
pidana menyatakan: 
1. Mengingat di dalam kehidupan sosial-

ekonomi, korporasi semakin memainkan 
peranan yang penting pula; 

2. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di 
dalam masyarakat dan menegakkan norma-
norma dan ketentuan yang ada dalam 
masyarakat; 

3. Dipidananya korporasi adalah merupakan 
salah satu upaya untuk menghindarkan 
tindakan pemidanaan terhadap para 
pegawai itu sendiri; 

4. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak 
cukup untuk mengadakan represif terhadap 
delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan 
suatu korporasi.19 

Pengertian tindak pidana dalam perspektif 
hukum pidana Islam adalah orang yang 
melanggar hukum pidana (delik) atau orang 
yang berbuat kejahatan atau orang yang 
melanggar perbuatan yang dilarang oleh 
syariat, sedangkan pengertian tindak pidana 
dalam perspektif hukum pidana nasional adalah 
suatu perbuatan manusia yang bertentangan 
dengan undang-undang atau peraturan 
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perundang-undangan lainnya, terhadap 
perbuatan mana diadakan tindakan hukuman.20 

Pada prinsipnya, pengertian tindak pidana 
dalam perspektif hukum pidana Islam dan 
hukum pidana nasional mempunyai kesamaan 
yang membedakannya adalah perbuatan 
pidana dalam hukum pidana Islam melanggar 
ketentuan hukum syariat (Tuhan), sedangkan 
perbuatan pidana dalam hukum pidana 
nasional adalah melanggar hukum pidana 
produk manusia (hukum yang berlaku di negara 
Republik Indonesia).21 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak 
pidana yang apabila dilakukan oleh perorangan 
atau pengurus korporasi dapat dikenakan 
sanksi pidana denda, sebagaimana diatur dalam 
Pasal Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, 
Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, 
Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89. 
Bentuk-bentuk tindak pidana tersebut yaitu:  
1. Perlakuan diskriminasi dan Penelantaran;  
2. Eksploitasi secara ekonomi dan/atau 

seksual;  
3. Perdagangan anak;  
4. Penyalahgunaan narkotika, alkohol, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya 
(napza);  

5. Penculikan anak;  
6. Kekerasan anak; 
7. Pengangkatan anak yang bertentangan 

dengan hukum;  
8. Perbuatan cabul;  
9. Transplantasi atau pengambilan organ 

tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa 
memperhatikan kesehatan anak, atau 
penelitian kesehatan yang menggunakan 
anak sebagai objek penelitian tanpa seizin 
orang tua;  

10. Membujuk anak untuk memilih agama lain 
bukan atas kemauannya sendiri;  

11. Merekrut atau memperalat anak untuk 
kepentingan militer atau penyalahgunaan 
dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam 
sengketa bersenjata atau pelibatan dalam 
kerusuhan sosial atau pelibatan dalam 
peristiwa yang mengandung unsur 
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kekerasan atau pelibatan dalam 
peperangan.  

12. Menempatkan, membiarkan, melibatkan, 
menyuruh melibatkan anak dalam 
penyalahgunaan, produksi atau distribusi 
narkotika dan/atau psikotropika alkohol 
dan zat adiktif lainnya. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
menyatakan dalam Pasal 74 ayat: 
(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan 

melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan 
yang terburuk.  

(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang 
dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. segala pekerjaan dalam bentuk 

perbudakan atau sejenisnya; 
b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, 

menyediakan, atau menawarkan anak 
untuk pelacuran, produksi pornografi, 
pertunjukan porno, atau perjudian; 

c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, 
menyediakan, atau melibatkan anak 
untuk produksi dan perdagangan 
minuman keras, narkotika, psikotropika, 
dan zat adiktif lainnya; dan/atau  

d. semua pekerjaan yang membahayakan 
kesehatan, keselamatan, atau moral 
anak. 

e. Jenis-jenis pekerjaaan yang 
membahayakan kesehatan, 
keselamatan, atau moral anak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri.  

 Pasal 75 ayat: 
(1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya 

penanggulangan anak yang bekerja di luar 
hubungan kerja.  

(2) Upaya penanggulangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.  

Penjelasan Pasal 75 ayat (1) Penanggulangan 
anak yang bekerja di luar hubungan kerja 
dimaksudkan untuk menghapuskan atau 
mengurangi anak yang bekerja di luar 
hubungan kerja. Upaya tersebut harus 
dilakukan secara terencana, terpadu, dan 
terkoordinasi dengan instansi terkait. Anak 
yang bekerja di luar hubungan kerja misalnya 
anak penyemir sepatu atau anak penjual koran. 

Tindak pidana; delik, delict; delikt; offence: 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana oleh undang-undang. 22   Menurut Ali 
Mahrus, perbuatan pidana menunjuk pada 
perbuatan baik secara aktif maupun secara 
pasif, sedangkan apakah pelaku ketika 
melakukan perbuatan pidana patut dicela atau 
memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah 
perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada 
pertanggungjawaban pidana.23 

Secara singkat ajaran sifat melawan hukum 
formal menyatakan bahwa apabila suatu 
perbuatan telah mencocoki semua unsur yang 
termuat dalam rumusan tindak pidana, 
perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika 
ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-
alasan tersebut harus juga disebutkan secara 
tegas dalam undang-undang. Ajaran yang 
materiel mengatakan bahwa di samping 
memenuhi syarat-syarat formal, yaitu 
mencocoki semua unsur yang tercantum dalam 
rumusan delik, perbuatan itu harus benar-
benar dirasakan oleh masyarakat sebagai 
perbuatan yang tidak patut atau tercela, karena 
itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan 
pembenar di luar undang-undang. Dengan 
perkataan lain, alasan pembenar dapat berada 
pada hukum yang tidak tertulis.24 

Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang 
mengandung unsur-unsur perbuatan yang 
dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa 
yang menimbulkan persitiwa itu dapat dikenai 
sanksi pidana (hukuman). Unsur-unsur 
peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, 
yaitu segi subjektif dan segi objektif. 

1. Dari segi subjektif berkaitan dengan 
tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan 
yang melawan hukum yang sedang berlaku, 
akibat perbuatan itu dilarang dan diancam 
dengan hukuman; 

2. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah 
perbuatan yang dilakukan seseorang secara 
salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah 
yang mengakibatkan terjadinya peristiwa 
pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat 
atau kehendak si pelaku. Jadi akibat dari 
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 Andi Hamzah Op.Cit, hal. 164. 
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Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan 
Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,  2011.  hal. 97 
24

Junivers Girsang, Abuse of Power (Penyalahgunaan 
Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan 
Tindak Pidana Korupsi, J.G. Publishing. Jakarta, 2012, hal. 
12-13). 
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perbuatan itu telah diketahui bahwa 
dilarang oleh undang-undang dan diancam 
dengan hukuman. Jadi memang ada unsur 
kesengajaan.25 
Suatu peristiwa agar dapat dikatakan 

sebagai suatu peristiwa pidana harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 
sekelompok orang; 

b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang 
dirumuskan dalam undang-undang. 
Pelakunya harus telah melakukan suatu 
kesalahan dan harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya; 

c. Harus ada kesalahan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu 
memang dapat dibuktikan sebagai suatu 
perbuatan yang melanggar ketentuan 
hukum; 

d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan 
kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar 
itu mencantumkan sanksinya.26 
Sifat melawan hukum perbuatan dapat 

dibedakan antara melawan hukum formil 
dengan melawan hukum materiil. Suatu 
perbuatan yang dinyatakan melawan hukum, 
apabila persesuaian atau mencocoki dengan 
rumusan delik dan sesuatu pengecualian, 
seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, 
hanyalah karena ditentukan tertulis dalam 
undang-undang. Jadi melawan hukum diartikan 
bertentangan dengan undang-undang oleh 
karena itu cara pandang ini disebut cara 
pandang sifat melawan hukum formil.27  

Sebaliknya tidak selamanya perbuatan 
melawan hukum itu selalu bertentangan 
dengan peraturan undang-undang dan suatu 
perbuatan yang bertentangan dengan 
peraturan undang-undang dan suatu perbuatan 
yang bertentangan dengan undang-undang 
dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang 
tidak melawan hukum. Melawan hukum dapat 
diartikan baik bertentangan dengan undang 
maupun hukum di luar undang-undang dan 
cara pandang demikian disebut cara pandang 
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Yulies Tiena Masriani, Op.Cit, hal. 62-63. 
26

 Ibid. hal. 63. 
27

 H. Siswanto, S. Politik Hukum Dalam Undang-Undang 
Narkotika, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 
2012, hal. hal. 207. 

sifat melawan hukum yang materiil (Bambang 
Poernomo, 1985: 115).28  

Bagaimana suatu perbuatan dikatakan 
melawan hukum umumnya juga telah terjadi 
kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun 
dalam praktik, melawan hukum materiil telah 
diterima. Suatu tindak pidana dikatakan 
bersifat melawan hukum bukan saja karena 
secara formal telah taatbestand dengan isi 
rumusan tindak pidana dalam undang-undang, 
tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh 
masyarakat sebagai perbuatan yang tidak 
patut. Dengan kata lain, bertentangan dengan 
kesadaran hukum masyarakat.29 

Menurut Penjelasan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, dijelaskan Anak 
adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang 
Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga 
karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, 
dan hak-hak sebagai manusia yang harus 
dijunjung tinggi.  Hak asasi anak merupakan 
bagian dari hak asasi manusia yang termuat 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 
Hak-Hak Anak.  Dari sisi kehidupan berbangsa 
dan bernegara, anak adalah masa depan 
bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, 
sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh, dan berkembang, 
berpartisipasi  serta berhak atas perlindungan 
dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak 
sipil dan kebebasan. 

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia telah 
mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan 
kewajiban dan tanggung jawab orang tua, 
keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara 
untuk memberikan perlindungan pada anak 
masih memerlukan suatu undang-undang 
mengenai perlindungan anak sebagai landasan 
yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan 
tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, 
pembentukan undang-undang ini didasarkan 
pada pertimbangan bahwa perlindungan anak 
dalam segala aspeknya merupakan bagian dari 
kegiatan pembangunan nasional, khususnya 
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dalam memajukan kehidupan berbangsa dan 
bernegara.30 

Orang tua, keluarga, dan masyarakat 
bertanggung jawab untuk menjaga dan 
memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan 
kewajiban yang dibebankan oleh hukum. 
Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan 
perlindungan anak, negara dan pemerintah 
bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan 
aksesibilitas bagi anak, terutama dalam 
menjamin pertumbuhan dan perkembangannya 
secara optimal dan terarah.  

Undang-undang ini menegaskan bahwa 
pertanggungjawaban orang tua, keluarga, 
masyarakat, pemerintah dan negara 
merupakan rangkaian kegiatan yang 
dilaksanakan secara terus-menerus demi 
terlindunginya hak-hak anak.  Rangkaian 
kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan 
terarah guna menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual 
maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk 
mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang 
diharapkan sebagai penerus bangsa yang 
potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang 
dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, 
serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan 
persatuan bangsa dan negara.31 

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan 
sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam 
kandungan sampai anak berumur 18 (delapan 
belas) tahun.  Bertitik tolak dari konsepsi 
perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan 
komprehensif, undang-undang ini meletakkan 
kewajiban memberikan perlindungan kepada 
anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut : 
a. nondiskriminasi; 
b. kepentingan yang terbaik bagi anak; 
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan 
perkembangan; dan  
d. penghargaan terhadap pendapat anak.32 

Dalam melakukan pembinaan, 
pengembangan dan perlindungan anak, perlu 
peran masyarakat, baik melalui lembaga 
perlindungan anak, lembaga keagamaan, 
lembaga swadaya masyarakat, organisasi 
kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, 
media massa, atau lembaga pendidikan. 
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Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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 Ibid. 
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 Ibid. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
mengatur mengenai, Perlindungan Khusus. 
Pasal 59 menyatakan: “Pemerintah dan 
lembaga negara lainnya berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk memberikan 
perlindungan khusus kepada anak dalam situasi 
darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, 
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, 
anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau 
seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang 
menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 
(napza), anak korban penculikan, penjualan dan 
perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik 
dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, 
dan anak korban perlakuan salah dan 
penelantaran”. 

Pasal 60: Anak dalam situasi darurat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri 
atas :    
a. anak yang menjadi pengungsi;    
b. anak korban kerusuhan;    
c. anak korban bencana alam; dan    
d. anak dalam situasi konflik bersenjata.    

Pasal 61: Perlindungan khusus bagi anak 
yang menjadi pengungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.    

Pasal 62: Perlindungan khusus bagi anak 
korban kerusuhan, korban bencana, dan anak 
dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan 
huruf d, dilaksanakan melalui :   
a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri 

atas pangan, sandang, pemukiman, 
pendidikan, kesehatan, belajar dan 
berekreasi, jaminan keamanan, dan 
persamaan perlakuan; dan  

b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak 
yang menyandang cacat dan anak yang 
mengalami gangguan psikososial.    

Penjelasan Pasal 62: Yang dimaksud dengan 
frasa gangguan psikososial antara lain trauma 
psikis dan gangguan perkembangan anak di usia 
dini. 

Pasal 63: Setiap orang dilarang merekrut 
atau memperalat anak untuk kepentingan 
militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak 
tanpa perlindungan jiwa.    

Pasal 64 ayat:   
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(1)  Perlindungan khusus bagi anak yang 
berhadapan dengan hukum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak 
yang berkonflik dengan hukum dan anak 
korban tindak pidana, merupakan 
kewajiban dan tanggung jawab pemerintah 
dan masyarakat.   

(2)  Perlindungan khusus bagi anak yang 
berhadapan dengan hukum sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 
melalui :   
a. perlakuan atas anak secara manusiawi 

sesuai dengan martabat dan hak-hak 
anak;    

b. penyediaan petugas pendamping khusus 
anak sejak dini;    

c. penyediaan sarana dan prasarana 
khusus;    

d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk 
kepentingan yang terbaik bagi anak;    

e. pemantauan dan pencatatan terus 
menerus terhadap perkembangan anak 
yang berhadapan dengan hukum;    

f. pemberian jaminan untuk 
mempertahankan hubungan dengan 
orang tua atau keluarga; dan    

g. perlindungan dari pemberitaan identitas 
melalui media massa dan untuk 
menghindari labelisasi.    

(3)  Perlindungan khusus bagi anak yang 
menjadi korban tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 
melalui : 
a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga 

maupun di luar lembaga;    
b. upaya perlindungan dari pemberitaan 

identitas melalui media massa dan untuk 
menghindari labelisasi;    

c. pemberian jaminan keselamatan bagi 
saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, 
mental, maupun sosial; dan    

d. pemberian aksesibilitas untuk 
mendapatkan informasi mengenai 
perkembangan perkara.    

Pasal 65 ayat:   
(1)  Perlindungan khusus bagi anak dari 

kelompok minoritas dan terisolasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 
dilakukan melalui penyediaan prasarana 
dan sarana untuk dapat menikmati 
budayanya sendiri, mengakui dan 

melaksanakan ajaran agamanya sendiri, 
dan menggunakan bahasanya sendiri. 

(2)  Setiap orang dilarang menghalang-halangi 
anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
untuk menikmati budayanya sendiri, 
mengakui dan melaksanakan ajaran 
agamanya, dan menggunakan bahasanya 
sendiri tanpa mengabaikan akses pemba-
ngunan masyarakat dan budaya. 

Pasal 66 ayat:   
(1)  Perlindungan khusus bagi anak yang 

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau 
seksual sebagaimana dimaksud 
dalam  Pasal 59 merupakan kewajiban dan 
tanggung jawab pemerintah dan 
masyarakat. 

(2)  Perlindungan khusus bagi anak yang 
dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilakukan melalui : 
a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi 

ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan 
perlindungan anak yang dieksploitasi 
secara ekonomi dan/atau seksual;    

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian 
sanksi; dan    

c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, 
perusahaan, serikat pekerja, lembaga 
swadaya masyarakat, dan masyarakat 
dalam penghapusan eksploitasi 
terhadap anak secara ekonomi dan/atau 
seksual.    

(3)  Setiap orang dilarang menempatkan, 
membiarkan, melakukan, menyuruh 
melakukan, atau turut serta melakukan 
eksploitasi terhadap anak sebagaimana 
dimaksud dalam  ayat (1).    

Pasal 67 ayat:   
(1)  Perlindungan khusus bagi anak yang 

menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 
(napza) sebagaimana dimaksud 
dalam  Pasal 59, dan terlibat dalam 
produksi dan distribusinya, dilakukan 
melalui upaya pengawasan, pencegahan, 
perawatan, dan rehabilitasi oleh 
pemerintah dan masyarakat.    

(2)  Setiap orang dilarang dengan sengaja 
menempatkan, membiarkan, melibatkan, 
menyuruh melibatkan anak dalam 
penyalahgunaan, produksi dan distribusi 
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napza sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1).    

Pasal 68 ayat:   
(1) Perlindungan khusus bagi anak korban 

penculikan, penjualan, dan perdagangan 
anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
59 dilakukan melalui upaya pengawasan, 
perlindungan, pencegahan, perawatan, dan 
rehabilitasi oleh pemerintah dan 
masyarakat.    

(2)  Setiap orang dilarang menempatkan, 
membiarkan, melakukan, menyuruh 
melakukan, atau turut serta melakukan 
penculikan, penjualan, atau perdagangan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).    

Pasal 69 ayat: 
(1) Perlindungan khusus bagi anak korban 

kekerasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan 
seksual dilakukan melalui upaya :   
a. penyebarluasan dan sosialisasi 

ketentuan peraturan perundang-
undangan yang melindungi anak korban 
tindak kekerasan; dan  

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian 
sanksi.    

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, 
membiarkan, melakukan, menyuruh 
melakukan, atau turut serta melakukan 
kekerasan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1). 

Pasal 70 ayat: 
(1)  Perlindungan khusus bagi anak yang 

menyandang cacat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya :    
a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai 

dengan martabat dan hak anak;    
b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

khusus; dan    
c. memperoleh perlakuan yang sama 

dengan anak lainnya untuk mencapai 
integrasi sosial sepenuh mungkin dan 
pengembangan individu.  

(2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak 
dengan mengabaikan pandangan mereka 
secara diskriminatif, termasuk labelisasi 
dan penyetaraan dalam pendidikan bagi 
anak-anak yang menyandang cacat. 

Pasal 71  ayat:  
(1)  Perlindungan khusus bagi anak korban 

perlakuan salah dan penelantaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 

dilakukan melalui pengawasan, 
pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi 
oleh pemerintah dan masyarakat.   

(2)  Setiap orang dilarang menempatkan, 
membiarkan, melibatkan, menyuruh 
melibatkan anak dalam situasi perlakuan 
salah, dan penelantaran sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1).    

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi 
Konvensi Hak Anak (selanjutnya disingkat (KHA) 
PBB melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990. 
Menurut KHA yang diadopsi dari Majelis Umum 
PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang 
ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama 
maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang 
mencakup  empat bidang: 
1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut 

hak atas tingkat hidup yang layak dan 
pelayanan kesehatan; 

2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas 
pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan 
seni dan budaya, kebebasan berpikir, 
berkeyakinan dan beragama serta hak anak 
cacat (kebutuhan khusus) atas pelayanan, 
perlakuan dan perlindungan khusus; 

3. Hak perlindungan, mencakup  perlindungan 
atas segala bentuk eksploitasi , perlakuan  
kejam dan perlakuan sewenang-wenang 
dalam proses peradilan pidana; 

4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk 
menyatakan pendapat, berkumpul dan 
berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam 
pengambilan keputusan  yang menyangkut 
dirinya.33 
 

PENUTUP 
Tindak pidana terhadap anak yang 

melibatkan korporasi atau pengurusnya dapat 
mengakibatkan anak-anak menjadi korban 
perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik 
ekonomi maupun seksual, penelantaran, 
kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
ketidakadilan; dan penyalahgunaan dalam 
kegiatan politik, peperangan, kerusuhan sosial; 
peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. 
Sebenarnya anak memerlukan perlindungan 
hukum untuk menjamin dan melindungi hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat 
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kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi.  

Tindak pidana terhadap anak yang 
melibatkan korporasi dapat dicegah melalui 
peran serta masyarakat, lembaga-lembaga 
pemerintah maupun non pemerintah dalam 
bentuk kerjasama dan koordinasi yang terpadu. 
Perlu dilakukan pengawasan dan penindakan 
terhadap korporasi dan pengurusnya dalam 
setiap aktivitasnya yang memanfaatkan anak-
anak untuk kepentingan mendapatkan 
keuntungan bagi pengurusnya.    
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